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BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa  dalam = perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, Dusun sebagai unsur
kewilayahan menempati posisi yang strategis sehingga
diperlukan pengaturan guna dapat mendukung
pelaksanaaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaaan masyarakat;

bahwa seiring dengan berkembangnya jumlah
penduduk dan tuntutan pelayanan masyarakat yang
lebih optimal dan komprehensif di semua bidang,
guna  meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu
untuk melakukan penataan dusun;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang
Tata Cara Penataan Dusun.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5995);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun



2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Noreg
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi
Nusa Tenggara Barat 92 Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat No.162);

9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2017 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2017 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG TATA

CARA PENATAAN DUSUN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjacii kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat.

Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
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kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
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BAB VI

KODE DAN DATA ADMINISTRASI DUSUN

Pasal 21

Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penataan
dusun, dilakukan pemberian kode dan data wilayah administrasi
pemerintahan Dusun yang termuat dalam keputusan Bupati tentang
persetujuan penetapan dusun persiapan menjadi Dusun, persetujuan
penggabungan dusun dan penghapusan kode dusun dalam hal

penghapusan dusun.

Kode Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termuat dalam
Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, Penggabungan Dusun dan

Penghapusan Dusun.

Pemberian Kode Dusun, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri terbaru Tentang Kode dan Data Administrasi wilayah
Pemerintahan, yang memuat nomor kode wilayah Propinsi, Kabupaten,

Kecamatan dan Desa.

Penetapan dan pemberian nomor urut Kode Dusun dilakukan dengan
memperhatikan urutan keberadaan pembentukan dusun pada masing-
masing desa mengacu pada Data Jumlah Dusun pada setiap Desa.

Pemberian Kode Dusun terdiri dari 8 (delapan) digit, terdiri dari 2 digit
kode Kecamatan, 4 digit kode desa dan 2 digit kode dusun berdasarkan
nomor urut pembentukan dusun pada masing-masing Desa.

Terhadap dusun-dusun persiapan yang ditingkatkan statusnya
menjadi dusun, dusun hasil penggabungan dan penghapusan dusun
maka Peraturan Desa tentang Peningkatan Status Dusun Persiapan
Menjadi Dusun, Penggabungan Dusun dan Penghapusan Dusun
menjadi dasar untuk pembayaran dan/atau penghapusan penghasilan
tetap dan tunjangan lainnya bagi penjabat Kepala Dusun sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, ¥ BQI(‘VQWW 303-0

| BUPATI LOMBOK BARAT, o

A17H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, ¥ 2

SEKRETA DAERAH
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